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Abstract

This study aims to find out how far the implementation of Route Control policy
(Network Crossing) Goods Transport In Palembang City in order to implement the
Regulation of mayor palembang number 59 Year 2011. The research method used is
qualitative method. The type of data used is primary data and secondary data. Data
collection techniques are done through observation, interview and documentation
techniques.

The result of the research shows that Implementation of Route Control Policy
(Network Crossing) of Goods Transportation In Palembang City has been implemented,
but not yet run optimally because there are some obstacles. Constraints faced during the
implementation of this regulation include lack of supervision. Supervision has not been
optimal due to lack of hours of supervision and limited authority on the dishub of
Palembang city to crack down on what is needed during the supervision.

This thesis recommends that the operational hours of supervision should be added
again as well as the clarity of authority in cracking down. The Department of
Transportation needs to coordinate the time division of supervision in the field.
Implementing re-socialization to drivers and employers of freight to increase discipline for
drivers in driving, as well as meet the need for signs of prohibition passing for freight
transport in order to achieve the desired goals.

Keywords: Implementation, Transportation Goods, Route Arrangement, Palembang City
Transportation



ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan kebijakan pengaturan
rute (jaringan lintas) angkutan barang dalam Kota Palembang dalam rangka implementasi
peraturan walikota Palembang nomor 59 Tahun 2011. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan
dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan  pengaturan rute
(Jaringan lintas) angkutan barang dalam kota Palembang sudah dilaksanakan, namun
belum berjalan dengan optimal karena ada beberapahal yang menjadi kendala. Kendala-
kendala yang dihadapi selama pelaksanaan peraturan ini antara lain adalah kurangnya
pengawasan. Pengawasan yang dilakukan belum optimal karena kurangnya jam
pengawasan dan terbatasnya wewenang pada dishub kota Palembang untuk menindak
yang dibutuhkan selama melakukan pengawasan.

Skripsi ini merekomendasikan bahwa jam operasional pengawasan harus ditambah lagi
serta adanya kejelasan wewenang dalam menindak. Pihak Dishub perlu melakukan
koordinasi dalam pembagian waktu pengawasan di lapangan. Melaksanakan sosialisasi
kembali kepada para supir dan pengusaha angkutan barang guna meningkatkan
kedisiplinan bagi para supir dalam berkendara, serta mencukupi kebutuhan rambu-rambu
larangan melintas bagi angkutan barang guna tercapainya tujuan yang diinginkan.

Kata Kunci: Implementasi, Angkutan Barang, Pengaturan Rute, Dishub Kota
Palembang
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lalu lintas dan angkutan jalan berperan secara strategis untuk mendukung
pembangunan. Sebagai bagian sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan
jalan sudah seharusnya dikembangkan untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan,
ketertiban berlalu lintas dan ankutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan
ekonomi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Meningkatnya sektor perekonomian, berdampak dengan tingginya tingkat
penggunaan angkutan barang sebagai moda transportasi penghubung perekonomian
antar daerah. Semakin banyaknya angkutan barang yang melintas di ruas jalan raya
mengakibatkan volume kendaraan menjadi menumpuk, terlebih dengan ukuran
kendaraan angkutan barang yang berukuran cukup besar ditambah dengan
perkembangan ruas jalan yang rendah mengakibatkan kemacetan sering terjadi di
jalan raya, khususnya jalan raya dalam kota.

Dalam rangka mengatur lalu lintas pemerintah menciptakan suatu kebijakan yang
dapat mengatur agar pelaksanaan Lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana
dengan baik. Pemerintah melalui UU nomor 22 tahun 2009 sudah dengan jelas
menetapkan peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Menurut Undang-
undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 93 ayat 1
yang isinya, manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk
mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka
menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan

angkutan jalan.



Berdasarkan hal inilah yang mendorong pemerintah kota Palembang untuk
mengeluarkan peraturan walikota nomor 59 tahun 2011 tentang pengaturan rute
(jaringan lintas) Mobil barang dalam kota Palembang.Menurut peraturan walikota ini
kendaran angkutan barang tidak diperkenankan untuk melintas dijalan perkotaan
pada waktu dan ruas jalan terntentu. Aturan larangan bagi mobil barang ini memiliki
aturan-aturan yang sudah jelas. Pada kebijakan pengaturan rute (jaringan lintas)
angkutan barang dalam kota Palembang dijelaskan bahwa :

1. Pengaturan rute (jaringan lintas) mobil barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, adalah melarang mobil barang (truk) melewati ruas jalan dalam kota
Palembang mulai pukul 06.00 WIB s.d pukul 21.00 WIB, sebagai berikut :

a. Jalan Jend.Sudirman (mulai dari bundaran air mancur sampai simpang Polda

atau sebaliknya)

b. Jalan Mayjen Ryacudu

c. Jalan Kapten A. Rivai

d. Jalan Merdeka

e. Jalan Veteran

f. Jalan Angkatan 45

g. Jalan-jalan lain yang ada larang masuk untuk mobil barang (truk)

2. Pengaturan rute (jaringan lintas) mobil barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, adalah melarang mobil barang (truk) melewati ruas jalan dalam kota
Palembang mulai pukul 06.00 WIB s.d pukul 10.00 wib dan pukul 15:00 s.d
21:000 wib, sebagai berikut :

a. Jalan Basuki Rahmat

b. Jalan R.Sukamto

c. Jalan Demang Lebar Daun



Tujuan dari peraturan walikota ini dengan membatasi jam operasional kendaraan
angkutan barang (truk) untuk mencegah kemacetan yang semakin parah di kota
Palembang. Hal ini dikarenakan dimensi dari kendaraan angkutan barang cukup
besar untuk melintasi jalan-jalan kota Palembang yang masih standar. Jika satu
kendaraan angkutan barang melintas maka ruas jalan akan menjadi sempit tertutupi
badan kendaraan yang besar serta akan membahayakan bagi pengendara lain,
terutama pengendara sepeda motor. Walaupun adanya pengaturan ini kendaran-
kendaran tersebut masih bisa melintas pada daerah pinggir kota yang memang
menjadi jalan lingkar barat.

Dilihat dari kondisi dilapangan, walaupun telah ada kebijakan pengaturan rute
(Jaringan lintas) angkutan barang dalam kota palembang yang mengatur waktu
khusus dan rute yang boleh atau tidak untuk dilintasi tapi tetap saja masih ada
permasalahan terkait rute lalu lintas kendaraan angkutan barang (truk) tersebut,
adapun permasalahan-permasalahannyaantara lain:

1. Masih tingginya tingkat pelanggaran yang terjadi
Dalam praktek berkendara angkutan barang di dalam kota Palembang
ditemukan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan oleh
angkutan barang yang melintas pada jam yang telah dilarang sebagaimana
mestinya. Dengan masih banyaknya angkutan barang yang melanggar peraturan
ini berdampak pada kemacetan bahkan dalam beberapa kasus dapat berakibat

pada kecelakaan. Hal ini bisa dilihat dari data pada tabel di bawabh ini.



Tabel 1. Data Pelanggaran Lalu Lintas Mengenai Perijinan Melintas Untuk
Angkutan Barang Pada Waktu Khusus Di Kota Palembang

No. Tahun Jumlah Pelanggaran
1 2011 2272
2 2012 2060
3 2013 2003
4 2014 1933
5 2015 1482
Sumber: Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Kota

Palembang

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahawa frekuensi pelanggaran yang di
lakukan oleh angkutan barang masih cukup tinggi, walaupun dari tahun-ke tahun
jumlahnya mengalami penurunan.Tingginya pelanggaran yang terjadi bisa dilihat
seperti  yang dimuat dalam media surat kabar online  Sripoku.com
(http://palembang.tribunnews.com/2015/09/28/sopir-fuso-langgar-tanda-larangan-
melintas-foto*28 Spetember 2015”) terdapat sebuah truk fuso bermuatan kontainer
baru keluar dari gudang semen di Jalan Pangeran Ayin Kenten Laut Banyuasin
sekitar pukul 12.30 siang, Senin (28/9). Padahal kawasan ini didemo warga karena
beberapa bulan lalu terjadi kecelakaan yang menewaskan 1 orang mahasisa Unsri
jurusan pertambangan dan warga Talang Kramat. Bahkan tanda larangan yang
dipasang Dishub di simpang Talang Kramat dan simpang BLK yang mengizinkan

truk melintas 06.00 - 21.00 tidak diindahkan sopir.

2. Tidak adanya rute alternatif
Salah satu penyebab tingginya frekuensi pelanggaran tersebut dikarenakan
tidak tersedianya jalur alternatif yang bisa dilalui oleh pengemudi angkutan
barang demi mencapai lokasi tujuan. Jalur utama yang tersedia untuk angkutan
barang memiliki rute yang berada diwilayah lingkar luar kota, sehingga bagi
angkutan barang yang ingin melintas ke dalam kota harus memutar yang

mengakibatkan jarak tempuh dan biaya transportasi menjadi lebih tinggiakibatnya


http://palembang.tribunnews.com/2015/09/28/sopir-fuso-langgar-tanda-larangan-melintas-foto
http://palembang.tribunnews.com/2015/09/28/sopir-fuso-langgar-tanda-larangan-melintas-foto

pengemudi angkutan barang lebih memilih untuk melalui jalur kota dikarenakan
jarak tempuh yang lebih pendek sehingga biaya transportasi bisa ditekan
seminimal mungkin.

Pengendara angkutan barang (truk) biasanya melintasi kota untuk mengantar
barang yang terletak di kawasan tengah kota, sehingga mereka harus
mengantarkan barang yang mereka bawa. Menurut pengamatan penulis, biasanya
pelanggaran sering terjadi pada waktu-waktu dengan penjagaan lengah, seperti
pukul 14.00 wib, 18.00-19.00 wib, dan juga pada saat kondisi sedang hujan.

Dari gambaran permasalahan diatas maka menimbulkan pertanyaan bagaimana
sebenarnya implementasi kebijakan pengaturan rute (jaringan lintas) angkutan
barang dalam kota Palembang. Seharusnya dengan adanya peraturan tentang
larangan angkutan barang (truk) melintas pada jam-jam yang disebutkan dalam
kebijakan pengaturan rute (jaringan lintas) angkutan barang dalam kota
palembang maka angkutan barang dalam operasionalnya yang telah memiliki
batasan-batasan yang jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan masalah yang
lebih kompleks dalam arus lalulintas di dalam kota Palembang, namun pada
penerapannya masih ada pelanggaran yang terjadi. Dengan kesenjangan yang
terjadi ini, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut kedalam
judul “Implementasi Kebijakan Pengaturan Rute (Jaringan Lintas) Angkutan

Barang Dalam Kota Palembang”

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka
dapat dirumuskan perumusahan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana implementasi kebijakan pengaturan rute (jaringan lintas) angkutan

barang dalam kota Palembang?



1.3.

1.4.

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengaturan rute (jaringan lintas)

angkutan barang dalam kota Palembang.

Manfaat Penelitian
1.4.1.Manfaat Teoritis

1. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang teori sosial yang berkaitan
dengan implementasi kebijakan.

2. Memberikan kontribusi pemikiran bagi pembuat kebijakan dalam
Implementasi kebijakan sehingga dapat memperbaiki implementasi program
yang ada di kemudian hari.

3. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam proses perumusan suatu
kebijakan yang partisipatif dan efektif serta efisien dalam pengembangan
program.

4. Dapat dijadikan sebagai bahan pemahaman untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis
Secara Praktis, proposal penelitian ini berguna sebagai
1. Bahan masukandan pemikirian bagi pemerintah kota Palembang dan pihak-
pihak yang terkait dalam penerapan kebijakan pengaturan rute (jaringan
lintas) angkutan barang dalam kota Palembang.
2. Upaya memperbaiki kebijakan publik tentang pengaturan rute (jaringan

lintas) angkutan barang dalam kota Palembang.



3. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran tentang implementasi
kebijakan pengaturan rute (jaringan lintas) angkutan barang dalam kota
Palembang.

4. Bagi pemerintah terkait, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan
pertimbangan alternatif dan masukan atau evaluasi dalam penentuan
kebijakan sehingga dapat menjadi alat monitor bagi pelaksanaan program

ini selanjutnya.
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